PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 19/HK-
01-Kpt/5312/KPU-KAB/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 19/HK-
01-Kpt/5312/KPU-KAB/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
BARAT.

Abstrak : - bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Kepala Subbagian dan Staf di
lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu
dilakukan  perubahan atas susunan keanggotaan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022,
bahwa pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap
dan mampu sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan pertimbangan
tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Nomor 19/HK-01-Kpt/5312/KPU-KAB/VIII/2021
tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Barat;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pengendalian Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127), Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1153), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763),
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat
Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Catatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
21/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021,
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur Rapat Pleno Rutin Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumba Barat,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Juli 2022
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